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Masalah Negara

Tujuan dan Target 

Pembangunan

REFORMASI BIROKRASI 
TEMATIK (SPECIFIC ENGINES 
for DEVELOPMENT)

Sectoral & Cross-sectoral approach

Sumber: Farazmand, 2002; Caiden, 1991;
Khan, 2006; Liou, 1999; Aliyu et al, 2021

Digitalisasi sebagai faktor kunci untuk mewujudkan "Jalan Tol 

Pelayanan", menyempurnakan pembangunan infrastruktur yang 

dilakukan Bapak Presiden
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PERAN SPBE SEBAGAI
ENABLER TRANSFORMASI DIGITAL

Tim Koordinasi SPBE Nasional 
mempunyai tugas melakukan 
koordinasi dan penerapan 
kebijakan SPBE pada Instansi 
Pusat dan Pemerintah Daerah.

(Pasal 59 ayat (3) Perpres 
95/2018 tentang SPBE)
 

TIM KOORDINASI SPBE NASIONALSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 
adalah penyelenggaraan pemerintahan yang 
memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk memberikan layanan
kepada pengguna SPBE.

Mewujudkan tata Kelola 
pemerintahan yang bersih, efektif, 
transparan, dan akuntabel

Tujuan SPBE

Mewujudkan pelayanan publik yang 
berkualitas dan terpercaya

Meningkatkan keterpaduan dan 
efisiensi penyelenggaraan SPBE

Perpres No. 95 Tahun 2018 
Tentang SPBE

02

Menteri
PPN/

Bappenas

Menteri 
Kominfo

Kepala 
BRIN

Kepala 
BSSN

Menteri 
Keuangan

Menteri 
Dalam 
NegeriMENTERI 

PANRB
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KERANGKA KERJA
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018

8

Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, 

pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu 

 

TATA KELOLA SPBE

Melaksanakan pengelolaan unsur-unsur SPBE secara efisien, efektif, 

dan berkesinambungan

MANAJEMEN SPBE

• Tim Koordinasi SPBE Nasional 

• Pelaksana SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah 

PENYELENGGARA SPBE

• Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (G2G/G2E)

• Layanan Publik Berbasis Elektronik (G2B/G2C)

LAYANAN SPBE



PERATURAN PRESIDEN NOMOR 132 TAHUN 2022
TENTANG ARSITEKTUR SPBE NASIONAL

9

Bukti komitmen pemerintah 
mengakselerasi implementasi 
integrasi proses bisnis, data & 
informasi, insfrastruktur SPBE, 
aplikasi SPBE & keamanan 
SPBE untuk pencegahan 
korupsi & peningkatan kualitas 
pelayanan publik

Perpres Arsitektur 
SPBE Nasional Telah 
Ditandatangani Bapak 
Presiden 
Joko Widodo

Peraturan

Presiden

No. 132/2022



Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi 

proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, 

aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk 

menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

DEFINISI

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun

JANGKA WAKTU

• Arsitektur SPBE Nasional (Perpres 132/2022)

• Arsitektur SPBE Instansi Pusat

• Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

TERDIRI DARI

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Domain Keamanan SPBE

Domain 
Aplikasi 

SPBE

Domain Layanan SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi dan Misi SPBE

Arsitektur SPBE

Domain 
Infrastruktur SPBE

Domain Data dan 
Informasi

Domain Proses 
Bisnis

ARSITEKTUR SPBE DALAM KERANGKA KERJA SPBE



ARSITEKTUR SPBE
TANPA & DENGAN



Referensi Arsitektur

Proses Bisnis

Referensi Arsitektur

Layanan

Referensi Arsitektur

Data dan Informasi

Referensi Arsitektur

Aplikasi

Referensi Arsitektur

Keamanan

Domain Arsitektur

Proses Bisnis

Domain Arsitektur

Data dan Informasi

Domain Arsitektur

Layanan

Domain Arsitektur

Aplikasi

Domain Arsitektur

Infrastruktur

Domain Arsitektur

Keamanan

Referensi Arsitektur

Infrastruktur

Identifikasi layanan digital terintegrasi Dukungan TIK Terintegrasi

KETERKAITAN ANTAR DOMAIN ARSITEKTUR SPBE



DOKUMEN YANG DISUSUN OLEH INSTANSI PUSAT & PEMERINTAH DAERAH

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Domain Keamanan SPBE

Domain 
Aplikasi 

SPBE

Domain Layanan SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi dan Misi SPBE

Arsitektur SPBE

Domain 
Infrastruktur SPBE

Domain Data dan 
Informasi

Domain Proses 
Bisnis

ARSITEKTUR SPBE 

(AS-IS)

PETA RENCANA SPBE

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Domain Keamanan SPBE

Domain 
Aplikasi 

SPBE

Domain Layanan SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi dan Misi SPBE

Arsitektur SPBE

Domain 
Infrastruktur SPBE

Domain Data dan 
Informasi

Domain Proses 
Bisnis

ARSITEKTUR SPBE 

(TO-BE)

Gap Analysis

131313
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Sumber: E-Government PBB

0,25

0,5

0,75
HCI

TII

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

EDGI
OSI

R
en

d
a

h
Se

d
a

n
g

Ti
ng

gi

Sa
ng

at
Ti

ng
gi

R
en

d
a

h
Se

d
a

n
g

Ti
ng

gi

Sa
ng

at
Ti

ng
gi

0,25

0,75

0,5

Skor EDGI Indonesia terus mengejar ketertinggalannya dari negara-negara 

tetangga setelah diterbitkannya peraturan dasar tentang SPBE...

1

0

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Tetapi peningkatannya tidak impresif untuk mencapai tingkat “Very-High”. 

Fokus perbaikan layanan (diukur dengan OSI yang telah mencapai tingkat 

“Very-High”) dapat menjadi lokomotif pengungkit.

1

0.764

Perpres 
mengenai 

SPBE

*EGDI memiliki 3 komponen: HCI (SDM), TII (Infrastruktur), & OSI (Layanan)

Negara
Skor 

OSI

Penyediaan 

Layanan

Partisipasi 

Digital
Teknologi

Kerangka Kerja 

Kelembagaan
Konten

1.000 0.973 0.977 0.977 1.000 1.000

1.000 0.920 0.973 0.882 1.000 0.800

0.764 0.693 0.715 0.647 1.000 1.000

Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan

Online Service Index, terutama dalam aspek Penyediaan Layanan dan Teknologi

Rentang 

Indeks

Predikat 

SPBE

4,2 –  5,0 Memuaskan

3,6 -  <4,2 Sangat Baik

2,6 -  <3,5 Baik

1,8 -  <2,6 Cukup

<1,8 Kurang

1,98 2,18 2,26 2,24 2,34

2,71
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Penetapan 

Perpres SPBE 

Tahun 2018

Penetapan 

Perpres 

Arsitektur 

SPBE Nasional

Akhir Tahun 

2018

Melalui penerapan Arsitektur SPBE Nasional (Penetapan Perpres di akhir tahun 2022), 

meningkatkan capaian evaluasi penerapan SPBE di seluruh Instansi Pemerintah, pada 

tahun 2022 Indeks SPBE Nasional memperoleh predikat “Cukup” naik predikat menjadi 

“Baik” pada tahun 2023.

“Peran besar penetapan 

Arsitektur SPBE Nasional 

untuk penerapan 
keterpaduan SPBE, dalam 
peningkatan Indeks SPBE 

Nasional”
(Prognosis)

151515

Perbaikan layanan digital pemerintah memiliki potensi besar untuk 
meningkatkan Indeks Pembangunan E-Government Indonesia
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Menerapkan standardisasi TIK & standardisasi 

kualitas layanan digital nasional

Memudahkan integrasi layanan pemerintah, 
melalui mekanisme interoperabilitas, sehingga 
menumbuh-kembangkan inovasi proses bisnis & 
layanan baru

Berbagi data & informasi sesuai kebijakan Satu 
Data Indonesia 

Menghilangkan duplikasi aplikasi &
infrastruktur TIK, serta memperkuat Keamanan 
Informasi 

Meningkatkan keselarasan perencanaan & 

penganggaran SPBE, sehingga meningkatkan 
efisiensi & efektivitas penerapan SPBE

MANFAAT

Menghilangkan tumpang tindih proses bisnis 
pemerintahan

Penerapan Arsitektur SPBE di Pemda

Sebanyak 172 (31,5%) Pemda sudah menerapkan Arsitektur
SPBE, perlu dukungan 374 (68,5%) Pemda lainnya

50%

71,8%
61,3%

50%

28,2%
38,7%

Provinsi Kabupaten Kota

Belum Menerapkan Sudah Menerapkan

Per 27 Oktober 2023

ARSITEKTUR SPBE PEMERINTAH DAERAH
SEBAGAI AKSELERASI INTEGRASI LAYANAN DIGITAL DI DAERAH



Keamanan SPBE

Infrastruktur Contoh infrastruktur yang 
direkomendasikan tidak dilanjutkan, 
dikarenakan dapat dilayanai di 
Pusat Data Nasional, yakni:
1. Server
2. Storage
3. Cloud services

Clearance Belanja TIK
Memastikan efektivitas belanja TIK untuk menjamin keselarasan 
penggunaan anggaran TIK dengan Arsitektur SPBE (Whole Govt)

Layanan

Proses Bisnis

Aplikasi

Data & 
Informasi

Terdapat, usulan pembangunan aplikasi, tidak
dilanjutkan, karena serupa dengan aplikasi yang 
telah dimiliki oleh pembina proses bisnis.

Contoh aplikasi yang direkomendasikan tidak 
dilanjutkan, dikarenakan serupa, yakni:
1. Aplikasi talent pool, aplikasi kepegawaian, aplikasi 

merit, aplikasi kinerja pegawai
2. Aplikasi tata naskah dinas elektronik
3. Aplikasi JDIH (data dan informasi hukum)
4. Aplikasi PPID (kehumasan)

Dilaksanakan atas kolaborasi Tim Nasional 
Koordinasi SPBE (Kemen PANRB, Kemenkominfo, 
Kemen PPN/Bappenas, Kemenkeu) | Sejak 2019 

Clearance Belanja TIK
di Pemerintah Pusat

Total usulan belanja SPBE
IDR 6,788 triliun
▪ IDR 3,113  triliun belanja aplikasi
▪ IDR 3,687 trilliun belanja infrastruktur TIK

49 institusi

Penghematan
IDR 310 miliar (USD 20,3 juta)

Potensi penghematan diprediksi 
meningkat seiring dengan perluasan 

cakupan dan lokus mekanisme clearance

Juni, 2023
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I N D O N E S I A B E S T P R A C T I C E

Indonesia Saat Ini dan Best Practice
Diperlukan terobosan agar Indonesia dapat mewujudkan potensi Pemerintah Digital secara maksimal

MENTERI PANRB
(Ketua Tim Koordinasi 

SPBE Nasional)

Perlu adanya entitas 

khusus dan sentral untuk 
memimpin masing- 
masing:

a. strategi dan kebijakan

b. pengembangan dan 

implementasi

Perlu ditentukan bahwa 

hanya ada 1 portal untuk 

seluruh layanan publik, 
berbasiskan identitas 
digital

Indonesia perlu fokus ke 

DIGITAL PUBLIC 

INFRASTRUCTURE (DPI)
sebagai dasar dimana 
layanan lain akan 
dibangun

- Political Will
- Kepemimpinan digital

- Rekrutmen talenta

- Prioritas ke DPI

- Sentralisasi lembaga

- Fokus Pengguna

FOKUS

(Pemisahan antara Lembaga kebijakan digital dan 

Lembaga implementasi digitalisasi)

K E L E M B A 

G A A N

• Strategi dan Kebijakan oleh

Tim Koordinasi SPBE Nasional (7 Instansi) 

Kementerian Koordinator
• Tidak ada institusi/lembaga khusus untuk 

pengembangan dan implementasi 
layanan digital nasional
(pembangunan sektoral) –  Sedang disiapkan 

penugasan ke Perum Peruri sebagai pilot di area 

Pemerintahan Digital

• Lembaga khusus dan sentral untuk memimpin 
strategi dan kebijakan

• Lembaga khusus dan sentral untuk eksekusi 
pengembangan dan implementasi strategis 
(GovTech Pemerintah)

[GovTech]
L A Y A N A N 

D I G I T A L

U T A M A

• Terpisah dan tidak terintegrasi (bersifat sektoral dan
government centric)

• Direncanakan akan ada Portal Pelayanan Publik Nasional 
dan Super-App dengan beberapa layanan sebagai pilot, 
berbasis Arsitektur SPBE Nasional

• Layanan terpadu secara nasional (lintas sektor 
dan citizen centric)

• 1 Portal dan/atau app utama pemerintah dengan 
layanan publik terintegrasi, berbasis identitas 

digital nasional sehingga membutuhkan hanya 

satu akun (single sign-on) untuk seluruh layanan

S I S T E M 

U T A M A

• Database NIK masih terbatas pada fungsi verifikasi dan 

validasi identitas
• Sebatas portal data terpadu, belum ada kapabilitas 

sebagai platform pertukaran data nasional
• Sudah ada sistem Kemenkeu (MPN) dan BI (QRIS, BI-FAST), 

serta rencana pengembangan sistem transaksi keuangan 
negara kepada masyarakat (Government to Person/G2P), 
namun belum terkonsolidasi

• 3 sistem utama dikelola pemerintah sebagai 
dasar pemerintahan digital (Digital Public 

Infrastructure Framework)
1. Identitas digital nasional
2. Platform pertukaran data
3. Pembayaran digital

F A K T O R 

S U K S E S 

K U N C I

• Kemauan dan dukungan politik

• Kepemimpinan digital
• Fokus ke pengguna (Citizen Centric)
• Penguatan/sentralisasi tata kelola dan kelembagaan
• Rekrutmen talenta digital terbaik ke pemerintahan
• Prioritisasi Digital Public Infrastructure dan interoperabilitas sistem eksisting
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TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH
PENERAPAN INFRASTRUKTUR PUBLIK DIGITAL (DPI)

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Domain Keamanan SPBE

Domain 

Aplikasi 

SPBE

Domain Layanan SPBE

Visi dan Misi SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE 

Arsitektur SPBE

Domain

Infrastruktur SPBE

Domain Data dan 

Informasi

Domain P 

Bisni
roses

s

Digital Public Infrastructure (DPI)

D
P

I

In
isiatif Strategis

2024

Arsitektur SPBE Nasional berfokus kepada penerapan DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE (DPI), yang saat ini sudah diakui
di dunia sebagai kunci akselerasi transformasi digital yang berdampak luas ke pembangunan ekonomi.
Saat ini sudah ada UN Charter khusus untuk DPI, dalam rangka mendorong adopsi DPI di seluruh dunia.

Digital Payments
Trusted Digital Payments*

*Ekosistem transaksi keuangan 
nasional, mengintegrasikan berbagai 
inisiatif digital payment nasional 
(Kemenkeu, Bank Indonesia)

Digital ID
Trusted Authentication**

**Ekosistem identitas digital nasional, 
mengkonsolidasikan berbagai identitas 
menjadi identitas digital nasional, dengan data 
kependudukan sebagai (Foundation-ID)

Data Exchange
Trusted Data Sharing***

***Ekosistem pertukaran data 
nasional, pertukaran data elektronik 
untuk mendukung penyelenggaraan 
layanan digital nasional 19



Pondasi tata kelola telah ditetapkan... Perpres Percepatan Transformasi Digital 
dapat mengakselerasi kemajuan dengan 

menjawab tantangan eksisting

Memperkuat tata kelola 
melalui keterlibatan 
Kementerian Koordinator, 
target pelaksanaan, dan 
berbagai penguatan lain

Membangun kemampuan 

pengembangan dan 

implementasi Pemerintah 
melalui penugasan BUMN 
(Sebagai GovTech Pemerintah)

Mempercepat pembangunan 

layanan digital prioritas dan 
menekankan integrasi dan 

interoperabilitas dengan 
berfokus pada Infrastruktur 

Publik Digital /  DPI**

...namun masih ada tantangan

• Kemampuan pengembangan dan 

implementasi yang tidak merata di 
antara Kementerian / Lembaga

• Integrasi dan interoperabilitas tetap sulit 
terlaksana

• Kebutuhan pelindungan data pribadi

Pondasi kebijakan telah diterbitkan...

• Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk 
memimpin pengembangan kebijakan dan 
koordinasi penerapan pemerintah digital

• Arsitektur SPBE Nasional untuk 
menyelaraskan dan mengintegrasikan 
berbagai inisiatif strategis digitalisasi 
pemerintah

• Berbagai inisiatif utama telah 
diluncurkan, sebagai contoh : MPP Digital, 
Portal Satu Data, e-Purchasing, e-Catalog

• Unit-unit digital khusus juga telah 
dibentuk, misalnya Kemendikbud- 
Govtech Edu, Kemenkes DTO

...telah ada beberapa capaian…

Perpres Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE)

Menetapkan prinsip, tata kelola, 
komponen, dan inisiatif-inisiatif utama 
(Perpres 95 Tahun 2018)

Perpres Satu Data Indonesia

Menetapkan prinsip, tata kelola, dan 
manajemen data dan informasi 
pemerintah

Perpres tentang Arsitektur 

SPBEArsitektur tata Kelola pemerintahan 
digital lintas sektor untuk keterpaduan 
layanan digital nasional
(Perpres 132 Tahun 2022)

(Perpres 39 Tahun 2019)

UU Pelindungan Data Pribadi

Menetapkan pedoman, proses, dan 
standar untuk implementasi 
Pelindungan Data Pribadi

(UU 27 Tahun 2022)

*Perpres = Peraturan Presiden **DPI = Digital Public Infrastructure tidak merujuk kepada konektivitas internet, melainkan merupakan sekumpulan solusi dan sistem yang memungkinkan 
tersedianya berbagai fungsi dan layanan penting di seluruh masyarakat secara efektif baik di sektor publik dan swasta (Digital Public Goods Alliance, 2021)

TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH INDONESIA TERUS BERKEMBANG, 
NAMUN RPERPRES YANG BARU AKAN MENJADI KUNCI PERCEPATAN
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Fokus pada layanan dasar melalui aplikasi 

prioritas* sebagai pondasi1
Pergeseran paradigma dari alokasi sumber daya yang tersebar 
menjadi  berfokus  kepada  sistem  yang  fundamental  dan 

memiliki dampak besar.

Merampingkan sistem atau aplikasi eksisting

menuju integrasi layanan digital2
Transformasi dan pengakhiran sistem yang bersifat duplikasi 
aplikasi, kurang maksimal, dan/atau tidak optimal diakses, untuk 
menyelaraskan layanan, menjadi layanan digital pemerintah 

terpadu.

Pengembangan dan implementasi yang

terpusat** oleh BUMN Perum3
Memastikan   arah   produk   selaras   dan   kualitas   teknis 
terstandardisasi  untuk  aplikasi  prioritas,  sekaligus  secara 
sistematis mendorong integrasi dan interoperabilitas, dengan 

berorientasi pada kebutuhan pengguna (Citizen Centric)

* Aplikasi prioritas dengan kriteria memiliki pengguna lebih dari 200K
** Pengembangan aplikasi non-prioritas/strategis selain yang diamanatkan dalam Perpres, dibuka untuk partisipasi sektor swasta/mekanisme lainnya.

Pemerintah yang proaktif dan terpersonalisasi
Dengan transformasi dan digitalisasi yang menyeluruh, pemerintah akan mampu melakukan berbagai misi pembangunan dan pelayanan 
ke masyarakat yang tertarget dan tepat pada waktunya (just-in-time). Pemerintah hadir secara proaktif tanpa warga harus meminta, 

terpersonalisasi sesuai kebutuhan masing-masing, dan pada waktu yang tepat, menjadikan digitalisasi sebagai “Jalan Tol Pelayanan 

Publik” menyempurnakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Bapak Presiden

Identitas digital dasar

Platform 
pertukaran 
data

Pembayaran 
digital

Layanan 
Kepolisian

Layanan
Sosial

Layanan 
Kesehatan

Layanan 
Pendidikan

Layanan Publik Terintegrasi Infrastruktur Publik Digital (DPI)

Portal Layanan Publik

Portal Layanan 
Publik, SPLP, SSO, 
Pusat Data Nasional

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi dan Misi SPBE

Arsitektur SPBE

Domain Layanan SPBE

Domain Proses 
Bisnis

Domain Domain Data dan
Aplikasi Informasi
SPBE

Domain 
Infrastruktur SPBE

Domain Keamanan SPBE

Arsitektur SPBE 

Nasional

Layanan Aparatur 
Negara

Portal Administrasi 

Pemerintah

(Dukungan digitalisasi pemerintah di IKN)
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FOKUS PADA APLIKASI PRIORITAS DAN PERAMPINGAN APLIKASI 
EKSISTING, ADALAH KUNCI UNTUK MEMPERCEPAT KEMAJUAN



Menghemat 2% dari PDB tahunan 

karena registrasi dan administrasi yang 

efektif3

Mempersingkat 40 tahun 

pembangunan, dicapai dalam 7 tahun 

dari proyeksi 47 tahun 1

1 Outlook India
2 Biro Informasi Pers India
3 Institut Perdamaian Internasional
4 Bank Dunia
5 China Foundation for Poverty Allevation (CFPA)

Inklusi keuangan untuk 80% populasi

dalam 6 tahun, dibandingkan dengan 

proyeksi 46 tahun2

Pertumbuhan PDB per kapita 10x lipat 

dalam 20 tahun4

Keberhasilan

9 layanan prioritas 
sebagai 

percontohan

Akselerasi 
implementasi 

peraturan yang 
sudah ada

Penguatan 
Tata Kelola

Kemampuan 
Implementasi

Fokus & 
Integrasi

Birokrasi yang 
Efisien dan 

Efektif

Pencapaian Perpres dalam jangka 
pendek sebagai pondasi....

Penerapan awal GovTech Indonesia 
sebagai capaian periode 

pemerintahan ini sebagai pondasi 
pemerintah kedepan

Dampak

Perpres* untuk Percepatan
Transformasi Digital

Kisah Sukses

Peningkatan Akselerasi
IPM* dan Pertumbuhan 

Standar Hidup  Ekonomi

TW3 2024

2023

Peningkatan EGDI Indonesia

*Indeks Pembangunan Manusia

Peninjauan dan
Perbaikan Berkala 

(termasuk tata 
kelola institusi)

Layanan yang 
terintegrasi

Akses yang 
bermakna

Teknologi ramah 
pengguna

Penurunan kemiskinan exponensial 

periode 2015-2019 (5 tahun) dari 5,7% 

menjadi 0,6% melalui keuangan digital 

inklusif (Digital Inclusive Finance/DIF)5

*Proses penetapan Rancangan 

Perpres, sesuai Rapat Terbatas yang 
dipimpin oleh Presiden (12 Juni 2023)

Penerapan Aadhaar (ID), UPI 

(Payment), dan DEPA (Data Exchange)

Penerapan X-Road pertukaran data 

pemerintah untuk penyelengaraan 

layanan digital terpadu

Penerapan berbagai platform dalam 

program inklusi keuangan digital

Sumber :

47

India

Estonia

Tiongkok

22

RPERPRES SEDANG MENUNGGU DITANDATANGANI PRESIDEN SEBAGAI PONDASI 
UNTUK PENINGKATAN LAYANAN PEMERINTAH DAN MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN 
NASIONAL



EKOSISTEM DIGITAL
Transformasi Digital adalah upaya GOTONG-ROYONG 
seluruh aktor lintas sektor

Aktor Transformasi Digital

Pemerintahan Digital

Ekonomi Digital

Masyarakat Digital

23

▪ Pembangunan Ekosistem Digital dilakukan terpadu secara nasional dengan 
mengonsolidasikan sumber daya (Pembangunan TIK tidak lagi bersifat sektoral)

▪ Ekosistem Digital Nasional mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045
4723



01
2022-2024

Inisiasi GovTech
Indonesia

Tahap awal 
keterpaduan layanan 
digital nasional melalui 
Arsitektur SPBE 

Keterpaduan layanan 
digital pemerintah 
dengan basis 
operasional Digital  
Public Infrastructure 

02
2025-2029

GovTech
Indonesia

Tahap lanjutan layanan 
dasar pemerintah
Perwujudan “Digital ID, 
Data Exchange, dan 
Portal Nasional
Operasional layanan 
digital Administrasi 
Pemerintah 

Short term Medium term

Long term

F U T U R E    G O V E R N M E N T

Tahap lanjutan 
digitalisasi layanan 
dasar pemerintah

Operasional layanan 
digital Administrasi 
Pemerintah hingga 
Pemda

Smart
Government

Smart
Nation

Smart Nation 
(Citizen Centric)

Penerapan seluruh 
aspek Smart City, 
menjadi Smart 
Nation

Pengembangan 
Smart Nation 
berbasis layanan 
kebutuhan 
masyarakat (Citizen 
Centric) 

Ekosistem 
Digital Nasional Digital TRUST Citizen Centric

Digital Services

KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA
melalui Ekosistem Digital Nasional mendukung pencapaian Indonesia Maju 2045
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TAHAPAN
TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL



GAGASAN STRATEGIS
PENERAPAN SMART GOVERNMENT DI KOTA NUSANTARA

Ko
nd
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ASN masih 
memanfaatkan fasilitas 
kantor sesuai instansi 
masing-masing

Didukung oleh sistem 
layanan digital 
perkantoran sesuai 
instansi masing-masing V

is
i K

ot
a 

C
er

da
s 

N
us

an
ta

ra

St
ra

te
gi

Penyediaan Fasilitas 
Perkantoran IKN yang 
mendukung Shared Offices 
Fasilitas perkantoran dan 
sarana pendukung dan 
pemanfaatan Satellite Office

Pengaturan Pola Kerja 
Kolaboratif
Kebijakan nasional untuk 
mendukung pola kerja baru, 
bersifat kolaboratif dan agile 
melalui  fleksibilitas waktu dan 
lokasi

Single Digital Platform 
untuk Kolaborasi Kerja
Digital Workspace untuk pola
kerja kolaboratif (Smart ASN)

Telah melaksanakan 
fleksibilitas waktu dan 
lokasi sesuai kebijakan 
instansi masing-masing

Penggunaan fasilitas 
kantor bersama (Shared 
Offices)

Penerapan pola kerja 
terpadu dengan 
fleksibilitas waktu dan 
lokasi mendukung sistem 
kerja kolaboratif, dan 
agile (PermenPANRB 6 dan 
7 Tahun 2022)

Digitalisasi (Shared 
System), bagian dari 
layanan SPBE Prioritas 
berupa layanan aparatur 
negara (Digitalisasi 
Manajemen ASN) 

Visi Transformasi Cara Kerja Baru 
      (UU 3 / 2022 IKN)Sistem kerja, aplikasi, dan 

kebijakan masih bersifat silo 
dan instansional

Strategi perpindahan menuju Kota Nusantara tidak hanya perpindahan fisik semata, tetapi juga perubahan paradigma tata kelola 
pemerintahan terpadu secara nasional menuju Smart Government yang mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi, dan agile  

Whole of Government Approach 
(Digital by Design)

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Domain Keamanan SPBE

Domain 
Aplikasi 

SPBE

Domain Layanan SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi dan Misi SPBE

Arsitektur SPBE

Domain 
Infrastruktur SPBE

Domain Data dan 
Informasi

Domain Proses 
Bisnis
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STRATEGI MENUJU SMART GOVERNMENT 
PADA IBU KOTA NUSANTARA

Sistem Kerja Fleksibel, 
Kolaboratif, dan Agile

Shared System 
(Digital Workspace)

Standar Sistem dan
Keamanan Informasi
(Kualitas dan keberlangsungan
 layanan digital)

Interoperabilitas Aplikasi 
dan Teknologi Informasi
(Sistem Informasi administrasi
dan fungsi pemerintahan)

Interkoneksi Data dan Informasi 
(Arsip Elektronik, Data Statistik, 
Data Spasial, Data Penduduk) – 
Decision Support System 

Sistem Kerja Kolaborasi memanfaatkan 
Arsitektur SPBE Nasional

Shared Office

Sukses penerapan SPBE, sangat diperlukan dalam masa 
transisi perpindahan ke IKN 

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Domain Keamanan SPBE

Domain 
Aplikasi 

SPBE

Domain Layanan SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi dan Misi SPBE

Arsitektur SPBE

Domain 
Infrastruktur SPBE

Domain Data dan 
Informasi

Domain Proses 
Bisnis

didukung melalui Layanan SPBE Prioritas
layanan administrasi pemerintahan

dan layanan publik

Identitas digital dasar

Platform 
pertukaran
data

Pembayaran
digital

Portal Layanan
Publik, SPLP, SSO, 
Pusat Data Nasional 

Layanan 
Kepolisian

Layanan
Sosial

Layanan 
Kesehatan

Layanan 
Pendidikan

Portal Administrasi
Pemerintah

Layanan Publik Terintegrasi Infrastruktur Publik Digital (DPI)

Portal Layanan Publik

Tata Kelola  SPB E

M anajem en SPB E

Dom ain Keam anan S PBE

D om ain 
Aplikasi 

SPBE

Dom ain Layanan SPB E

Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi dan M is i SPBE

Arsitektur  SPBE

Dom ain 
Infrastruktur SPB E

Dom ain Data dan 
Inform asi

D om ain Proses  
Bisnis

Arsitektur SPBE
Nasional

(Dukungan digitalisasi pemerintah di IKN)

Layanan Aparatur
Negara

Peran sentral digitalisasi sejak awal (Digital by Design) yang 
didukung oleh strategi penyediaan layanan SPBE Prioritas 

melalui GovTech, untuk meningkatkan efektivitas 
penyelenggaraan pemerintah, khususnya pada masa transisi 

perpindahan ke Kota Nusantara

Penerapan satellite office (di Jakarta) 
untuk mendukung masa transisi

Digital by 
Design

Peran digitaliasi 
mendukung peningkatan 

efektivitas 
penyelengaraan 

pemerintah
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KONSEP PENERAPAN SHARED SYSTEM 
DI KOTA NUSANTARA

PELAYANAN 
BERBAGI PAKAI 
YANG EFEKTIF

Shared offices

Shared System Sistem Kerja

Fasilitas Pendukung

Government Effectiveness and Integrated Services

Pengelolaan fasilitas Gedung 
secara terpadu, pemanfaatan
secara bersama, menyediakan
co-working space

Pemanfaatan digital workspace 
mendukung pola kerja baru yang 
bersifat kolaboratif, melalui strategi 
GovTech

Pengelolaan Layanan Pendukung, 
antara lain : transportasi kantor, 

fasilitas pendukung lain

Pola kerja kolaboratif dalam
agile government

OIKN OIKN

Tim Koordinasi SPBE Nasional
KemenPANRB (Pembina) 

dan K/L 

Pengelolaan Integrasi Layanan Digital Perkantoran (Shared System)

Penerapan Smart Government pada Instansi Pemerintah di Kota Nusantara

Instansi 1 Instansi 2 Instansi 3 Instansi nKolaborasi pada 
Digital Workspace

9
L a y a n a n
P r i o r i t a s

Sinergi lintas instansi pemerintah dan dukungan OIKN dalam pengelolaan integrasi layanan digital perkantoran (Digital 
Workspace) untuk memberikan fasilitas kepada penerapan Smart Government oleh Instansi yang beroperasi di Kota Nusantara

Fasilitasi Layanan Berbagi Pakai (Shared office dan Shared System)

Lesson Learnt

Perpindahan ke 
Kota Sejong

▪ Pemanfaatan shared office
▪ Pembangunan layanan digital 

pemerintah secara terpadu, 
dilakukan oleh Ministry of Interior 
and Safety (MoIS) dengan Badan 
Pelaksana National Information 
Society Agency (NIA) - Peran 
GovTech di Korea

Perpindahan ke 
Kota Canberra

▪ Pengelolaan kawasan secara 
terpadu oleh The Australia Capital 
Territory ACT Canberra (Peran 
OIKN di Australia)

▪ Pembangunan layanan digital 
pemerintah secara terpadu, 
dilakukan oleh Digital 
Transformation Agency (DTA) - 
Peran GovTech di Australia
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SINERGI TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL DAN SDI
PERAN DALAM PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL

Menteri Keuangan
• Mengoordinasikan penganggaran SPBE K/L dan 

Nasional, sesuai Arsitektur SPBE Nasional
• Chief Financial Officer (CFO) Nasional

Kepala BSSN

• Pemanfaatan Arsitektur SPBE dalam pelaksanaan 
riset dan menciptakan inovasi layanan digital, 
seperti penggunaan kecerdasan artifisial

• Chief Research and Innovation Officer (CRIO) 
Nasional

Kepala BRIN• Mengoordinasikan keamanan SPBE K/L/D
• Menyusun standar keamanan SPBE Nasional
• Menetapkan manajemen dan melaksanakan audit 

keamanan SPBE
• Pembina Domain Arsitektur Keamanan SPBE
• Chief Information Security Officer (CISO) Nasional

MENTERI PANRB
(Ketua Tim Koordinasi 

SPBE Nasional)

28

Menteri PPN/ Bappenas
• Mengoordinasikan perencanaan SPBE K/L dan 

Nasional, sesuai Arsitektur SPBE Nasional
• Pembina Domain Arsitektur Data dan 

Informasi (Selaras dengan Kerangka 
Satu Data Indonesia)

• Chief Data Officer (CDO) Nasional

Menteri Kominfo
• Pembina Domain Arsitektur Aplikasi
• Pembina Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE
• Chief Technology Officer (CTO) Nasional

Menteri Dalam Negeri
• Mengoordinasikan penerapan SPBE di Pemda, 

melalui pemanfaatan Arsitektur SPBE
• Chief Regional Government Officer (CRGO)

• Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional (Chief Information Officer – CIO Nasional)
• Mengoordinasikan keselarasan Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah
• Pembina Domain Arsitektur Proses Bisnis
• Pembina Domain Layanan SPBE

Menteri PANRB
Dukungan Kementerian 

Koordinator dalam percepatan 
transformasi digital 



RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMINFO
TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG KOMUNIKASI 
DAN INFORMATIKA
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TERIMA 
KASIH
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